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KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2016

NOMOR % SERI D NOMOR %

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMGR 3 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

TAHUN 2016 -2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SIMALUNGUN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3)
huruf b, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
dacrah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
xebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah,
serta program perangkat daerah dan lintas perangkat
dacrah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu S (lima) Tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN,;

bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan
bahwa RFJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah

setelah berkonsuitasi dengan Gubernur Provinsi Sumatera

Utara ;
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bahwa berdasarkan pertimbangan secbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016 — 2021 ;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelblaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Un&ang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);




10.

11.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambaban lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indosia Tahun 2015 Nomor 23,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588,
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cargi Penyusunan‘ Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pedoman Fvaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran  Negura Republik Indonesia  Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun
2015-2019; e

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan
Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba ;



29, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan Dan Evaluasi Rencana
Pembangunan;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Provinsi Sumatera
Utara Nomor 12};

34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Mcnengab Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
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Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJF) Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
pokok-pokok PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran
Dacrah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7
Seri D Nomor 6);




J7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah  Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri “D”
Nomor 16); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2014 Nomor 3 Seri “D” Nomor 3);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Simalungun Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 10 seri
D Nomor 10);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD} Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah.Kabupaten Simalungun Tahun 2016

Nomor 1 Seri “D” Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

dan
BUPATI SIMALUNGUN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 -2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
L




f:\ 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan
;\;;: Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
gﬂ Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
(f tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
%ﬁ luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
; Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
f: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3 Tahun 1945,

%: 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
? penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Simalungun.

R TR

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah yang berkedudukan  sebagai ~ unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Kantor dan
Rumah Sakit Daerah. |

7. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang
Kabupaten Simalungun.

8. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang
dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Simalungun yang memuat visi, misi dan arah
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pembangunan  untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan
tahun 2025,

Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RRIMD adalah dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi,
misi program kepala daerah, arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan dacrah, kebijakan
umum, program SKPD, program lintas SKPD, program
kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi
yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Simalungun.

.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang selanjutnya disingkat (Renstra SKPD) adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
periode 3 (lima) Tahun.

.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) Tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode rencana.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil
oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan
tuyjuan  serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah.
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BAB 11
KEDUDUKAN
Pannl 2

(1) RPIMD disusun memuat Visi, Misi dan Prioritas Program

pembangunan Bupati terpilih, berkedudukan dan sekaligus

berfungsi sebagal dokumen perencanaan Pembangunan
Daerah periode tahun 2016 = 2021,

(2) RPIMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
kepada RPJPD, RTRW dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional.

(8) Dokumen perencanaan pembangunan daerah memberikan

arah sekaligus acuan bagi seluruh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memberikan arahan sekaligus acuan bagi
seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam

melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan

tujuan pembangunan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Sistematika RPJMD, terdiri dari :
a. BAB I Pendahuluan
b. BAB II Geambaran Umum Kondisi Daerah
c. BAB Il Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Kerangka Pendanaan
d. BAB IV Analisis Isu-isu Strategis
e. BAB V Visi, Misi Tujuan dan Sasaran
f. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan
g. BAB VII Kebijakan umum dan program pembangunan
h. BAB VIllindikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan
i, BAB IX Penetapanindikator Daerah
j. BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

k. BAB XI Penutup
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Pasal 4

Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPIMD menjadi pedoman bagi :

a.

Penyusunan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun
2016 - 2021.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana
Strategis dan Rencana Kerja serta sebagai acuan bagi
seluruh pemangku  kepentingan  didaerah  dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun
waktu Tahun 2016 — 2021.

BAB IV
Pengendalian dan Evaluasi
Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

bertujuan untuk mewujudkan:

a.

Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan

hasil rencana pembangunan daerah.

. Konsistensi antara RPJMD dan RPJPD dan RTRW

Kabupaten Simalungun.

c. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan

. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan

Indikator-indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

7




Pasal 7
(1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
melakukan  pengendalian dan  evaluasi terhadap
perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah
meliputi :
a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan pembangunan Daerah;
b. Pengendalian dan Evalusi terhadap pelaksanaan
Rencana Pembangunan Dearah;
c. Evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan
Daerah;
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara penilaian dan
Evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Daerah  ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal?2] SEpTemMER2016
BUPATI SIMALUNGUN,

dto.
J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamat;ing Raya
pada tanggal 7 O\Cro@exz 2016

NOMOR 3 SERI ) NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (107/2016).
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR /) TAHUN 2016
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,
transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan
pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan
peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah
merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu
mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat
melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi,
akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai
organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara
kebijakan dan pelaksanaan;

2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan

kebijakan dan perencanaan program,
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;

4. Meningkatkan alkuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan L
publik;

5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan

pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

SO S R
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Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan
evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik,
partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up).
Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan
untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan
sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan
sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses
pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya
tujan pelayanan publik.Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan
daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup
pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1)
penyusunan kebijakan, ‘(2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi
pembiayaan, dan (4) mor‘iitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan,

rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Tata cara dan tahapan perencanaan daerah dilakukan oleh lembaga
atau badan perencanaan di lingkup pemerintahan pusat dan daerah maupun
unit organisasi publik, meliputi: (1) lembaga negara dan lembaga daerah, (2)

departemen /non departemen dan dinas/non dinas daerah.

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-
masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun
koordinasi antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme

tertentu untuk mencapai tujuan nasional.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi
peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat,
oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana
program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan
masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme
pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara
terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan
mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih
difokuskan pada komuni}(asi dan dialog antarlembaga perencanaan dengan

prinsip kebersamaan, kesf:taraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Proses  perencanaan  dilaksanakan dengan memasukkan prinsip
pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi,
akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur

lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku
kepentingan.




- PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
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L"“df‘llK‘Undnng Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

18;; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan, Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undgng—Undar}g
Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4449);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
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15.

16.

17.

3

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ten'tang Satua.n
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang
Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tal}un
2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Beriaaty
Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);

Dengan Persetujuan DBersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN

. FERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1L
2

Kabupaten adalah Kabupaten Simalungun;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Simalungun;

Bupati adalah Bupati Simalungun;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simalungun;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Simalungun;

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Simalungun;

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Simalungun;




8,
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10,

11

15.
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36 e e o y - '
‘.\l‘t.l.m,lmml Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah selanjutnya
:“““W.k{” Sekretariat  DPRD  adalah  Sekretariat Dewan
erwakilan Ralkyat Doerah Kabupaten Simalungun;

2 » " ,' v «
'h_t.\fu.mlm Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah sclanjutnya
‘l)‘Sl"Rl(llt Sekretarts  DPRD  adalah  Sckretaris  Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Simalungun;

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Simalungun;
- Stal Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Simalungun;

2. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Simalungun;
18,

14

Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Simalungun;

.Rumah Sakit Umum Daecrah adalah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Simalungun;

Administrator Kawasan Bkonomi Khusus Sci Mangkei adalah
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Daerah
Kabupaten Simalungun;

16. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sckretariat

Dewan Pengurus KORPRI Daerah Kabupaten Simalungun

17. Kecamatan adalah Kecamatan Daerah Kabupaten

Simalungun;

18. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis

Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis opcrasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

19, Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis

Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

BAB II
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan
susunan sebagai berikut:

a.

b
C:
d

Sekretariat Daerah Kabupaten, adalah Tipe A;
Sekretariat DPRD Kabupaten, adalah Tipe A;
Inspektorat Daerah Kabupaten, adalah Tipe A.
Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang  Pendidikan  dan  urusan
pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;

2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan urusan
pemerintahan  bidang = Perumahan  Rakyat dan
- Permukiman;
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Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Sosial;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pangan;

Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Lingkungan hidup dan
Urusan pemerintahan bidang Kehutanan;

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
adalah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika, adalah Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan
Bidang Statistik, dan Urusan pemerintahan bidang
Persandian;

Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Tipe A
menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah, dan urusan pemerintahan
bidang Tenaga Kerja,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu, adalah Tipe A meuyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;

Dinas Perpustakaan dan  Kearsipan - Tipe B
menyelenggarakan  urusan pemerintahan bidang
Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang
Kearsipan;

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, adalah Tipe A
menyelenggarakan urusan bidang Pariwisata dan urusan
pemerintahan bidang Kebudayaan;

17;.‘Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Pertanian;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
Perindustrian dan urusan pemerintahan  bidang
Perdagangan;



19, 8atuan  Polisi  Pamong  Praja, adalah Tipe C

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Polisi
Pamong Praja,

Badan Daerah, terdiri dari ;

1, Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah, adalah Tipe A

2

3,

4,

‘melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan;

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,

adalah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah

Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;

Badan Pendapatan Daerah, adalah Tipe B melaksanakan

fungsi penunjang bidang keuangan;

Badan Penanggulangan Bencana Dacrah, adalah Tipe B

melaksanakan  fungsi  penunjang  Penanggulangan

Bencana Dacrah;

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, adalah Tipe -;
aq Ekonomi Khusus Sei Mangke1
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(20) Kecamatan Dolok Pardamean Tipe A;
(21) Kecamatan Pamatang Bandar Tipe A;
(22) Kecamatan Bandar Huluan Tipe A;
(23) Kecamatan Bandar Tipe A;

(24) Kecamatan Bandar Masilam Tipe A;
(25) Kecamatan Silimakuta Tipe A;

(26) Kecamatan Dolok Silav Tipe A;

(27) Kecamatan Silou Kahean Tipe A;

(28) Kecamatan Tapian Dolok Tipe A;

(29) Kecamatan Raya Tipe A;

(30) Kecamatan Ujung Padang Tipe A;
(31) Kecamatan Pamatang Silimakuta Tipe A.

i
\

Pasal 3

(1) Dinas daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman
dan ketertiban umum disebut satuan polisi pamong praja

(2 *Pada kecama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f
: dapat " sebagm perangkat Kecamatan | 1

Pasal4

anJut mengenai kedudukan, susunan

m @5“ po ok dan fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
({bj}, mﬁt di bawahnya ditetapkan lebih lanjut

pan p tukan dan susunan organ1sa31

RJ@}J@Q(E mﬁdﬁ@@m rdasarkan asas :

a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b. Intensitas urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
. Efisiensi; - ‘

d. Efektivitas;

c. Pembagian habis tugas;

f. Rentang kendali; |
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BAB 111
PEMBENTUKAN UPT

Pauanl 6

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk — Unit
Pelaksana Teknis (UPT);

r j 4 i | . '

(2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknio
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu peranglkat
daerah induknya.

Pasal 7

(1) Selain unit pelaksana tcknis dinas Daerah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana
teknis dinas Daerah Kabupaten di bidang Pendidikan  berupa
Satuan Pendicikan Dacrah Kabupaten.,

(2) Satuan pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

(1) Selain  unit pelaksana teknis dinas Dacrah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana
Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang Kesehatan berupa
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi
bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja sccara
profesional;

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola
rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola
pengelolaan keuangan badan layanan umumn Dacrah.

BAB VI
STAF AHLI
Pasal 9
(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staff ahli

(2) Stat ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan
secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dacrah.

(3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling
banyak 3 (tiga) Bidang Staf Ahli yang nomenklatur dan tugas fungsinya
akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Dacrah.
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BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub Urusan Pemerintahan
bidang Bencana, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei
Mangkei, Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik
Indonesia, dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata
kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap
menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan
susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini
diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan
pemerintahan umum diundangkan.

(2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan
Pemerintahan  lain, Perangkat Daerah tersebut hanya
melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa

dan Politik.

(3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai
pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
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Puasanl 13

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini diunda j
. ngkan pejabat yang ada
éetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai
D;rggg icliitcztapkm'mya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan
| h ini;

!
(2) Pengisian kepala perangkat dacrah dan kepala unit kerja pada
perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan
meng an pejab ing sudah memegang jabatan setingkat
ﬂ"‘ : 1 , akan diisi dengan ketentuan memenuhi
¥ kompetensi jabatan.

Pasal 1.

ini mulai berlaku, semua Peraturan
ugas, fungsi dan tata kerja organisasi
masih tetap berlaku sepanjang belum
an dengan ketentuan dalam Peraturan

st
1 £

& ,

Lo

entang Perubah
alungun Nomor 17 Tah
o \ 'J’ N
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Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini den
gan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupatgn Simalungun.

) : Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 7 OKToBER 20l6

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.
J. R. SARAGIH

~ Diundangkan di Pamatang Raya
- pada tanggal 7GRWEgR 2016 :
- SEKRETARIGHAERAHRABUPATEN SIMALUNGUN,

G
i

RAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2016




